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PUTUSAN
Nomor 373/Pdt.G/2024/PA.Kag

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA KAYUAGUNG
Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam
sidang Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai

Gugat antara:

PENGGUGAT, tempat dan tanggal lahir, Kepayang, 11 Februari 1981 / umur 43
tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat
tinggal di Desa Kepayang Kecamatan Lempuing Kabupaten
Ogan Komering llir, Sumatera Selatan. Dalam hal ini
memberikan kuasa kepada Mahfi Al Amin, S.H., Advokat/
Penasehat Hukum dan pada Kantor Mahfi Al Amin Law
Office, Advokat & Legal Auditor & legal consultants yang
beralamat di Jalan Pahlawan No0.166 RT.007 RW.007
Kelurahan Juajua Kecamatan Kayuagung Kabupaten Ogan
Komering llir Sumatra Selatan, berdasarkan Surat Kuasa
khusus tertanggal 17 Maret 2024, sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir, Tegal, 10 Oktober 1977 / umur 46 tahun,
agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Wiraswasta, tempat
tinggal di Blok D RT.02 RW.01 Desa Karya Mukti Kecamatan
Mesuji Kabupaten Ogan Komering llir, Sumatera Selatan,
sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Penggugat;
Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;
DUDUK PERKARA
Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 17 Maret 2024
yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kayuagung dengan
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register perkara Nomor 373/Pdt.G/2024/PA.Kag, mengemukakan dalil-dalil
sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tanggal 24 September 2022 telah melangsungkan
pernikahan antara Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan menurut
hukum dan sesuai dengan ajaran Agama Islam. Perkawinan tersebut telah
dicatatkan di kantor Urusan Agama atau Kantor Urusan Agama Kecamatan
Lempuing sebagaimana tercatat dalam Akta Nikah Nomor 450/096/1X/2022
tertanggal 24 September 2022;
2. Bahwa, Penggugat menikah dengan
Tenggugat berstatus Janda Cerai dan Tergugat menikah dengan Pergugat
dengan status Duda Mati, antara Penggugat dan Tergugat belum pernah
Bercerai;
3. Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di
Rumah bersama di Desa Kepayang Kecamatan Lempuing Kabupaten
Ogan Komering llir hingga berpisah pada bulan Juni 2023 dan telah
terhitung 9 bulan berpisah;
4. Bahwa selama masa perkawaninan Penggugat dan Tergugat telah
berkumpul sebagaimana layaknya suami-istri namun belum dikaruniai anak;
5. Bahwa, Ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering
terjadi cekcok sejak akhir tahun 2022, antara Penggugat dengan Tergugat
terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus
6. Bahwa, Ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering
terjadi cekcok sejak akhir tahun 2003, antara Penggugat dengan Tergugat
terjadi perselisinan dan pertengkaran secara terus menerus sampai dengan
saat ini, yang penyebabnya antara lain ;

o Tergugat tidak mencukupi kebutuhan ekonomi keluarga dan tidak

terbuka masalah keuangan;

o Penggugat merasa kurang dihargai oleh Tergugat selaku Istri;
7. Bahwa puncak dari percekcokan antara Penggugat dan Tergugat terjadi
bulan Juni 2023, kala itu Tergugat mengajak pindah ke rumah Tergugat di
Desa Mukti Sari namun Penggugat menolak karena tidak sesuai janji dann
terjadilah ribut besar yang menyebabkan Penggugat dan Tergugat
berpisah. Kini Penggugat tinggal di Rumah sendiri di Desa Kepayang
Kecamatan Lempuing Kabupaten Ogan Komering llir dan Tergugat di
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Rumah Sendiri di Desa Karya Mukti Kecamatan Mesuji Kabupaten Ogan
Komering llir dan telah terhitung 5 tahun 5 bulan berpisah, Sehingga sejak
saat itu Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi menjalin
hubungan sebagaimana layaknya suami istri;
8. Bahwa, Pihak keluarga Penggugat dan Tergugat Sudah pernah
berusaha untuk menasehati dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat
untuk hidup harmonis dan dalam membina Rumah tangga namun upaya
tersebut gagal;
9. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat
sebagaimana yang diuraikan diatas sudah sulit untuk dibina membentuk
suatu rumah tangga yang sakinnah, mawaddah, wa rahmah sebagaimanna
maksud dalam UU No.1 Tahun 1974, sehingga lebih baik diputus karena
perceraian.
Berdasarkan dalil dan alasa-alasan tersebut diatas, maka dengan ini
Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kayuagung cg. Majelis
Hakim Yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat menentukan hari
persidangan, kemudian memanggil Penggugat dan Tergugat untuk diperiksa
dan diadili, selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut;
PRIMER :
1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughraa Tergugat TERGUGAT terhadap
Penggugat PENGGUGAT;
3. Membebankan biaya perkara sesuai hukum;
SUBSIDER :
Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-
adilnya (ex aequo et bono)

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah
menghadap sendiri ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak menghadap dan
tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai Wakil/Kuasa hukumnya
meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut melalui relaas Nomor
373/Pdt.G/2024/PA.Kag, yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang,
sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu

halangan yang sah;
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Bahwa, Majelis dalam persidangan telah berusaha mendamaikan
dengan jalan memberi saran dan nasihat kepada Penggugat agar
mengurungkan keinginannya untuk bercerai dan mencoba kembali membina
rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah namun tidak berhasil,
sedangkan usaha damai melalui proses mediasi tidak dapat dilaksanakan
karena Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan;

Bahwa, oleh sebab upaya damai tidak berhasil, selanjutnya pemeriksaan
perkara ini dilanjutkan secara litigasi diawali dengan membacakan surat
gugatan Penggugat yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, terhadap gugatan Penggugat, Tergugat tidak dapat didengar
jawabannya dalam persidangan karena Tergugat tidak pernah hadir di
persidangan;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah
mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

l. Bu
kti Surat

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 450/096/1X/2022 Tanggal 24 September
2022 atas nama Penggugat dan Tergugat yang dicatat dan dikeluarkan oleh
Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lempuing
Kabupaten Ogan Komering llir Provinsi Sumatera Selatan, telah bermeterai
cukup dan di-nazegeling, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan
aslinya ternyata cocok, diberi tanggal dan diberi tanda P serta diparaf;

Il. Bukti Saksi

1. XXXXXXXX, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan

Petani, tempat tinggal di Dusun | RT 01 Desa Kepayang Kecamatan

Lempuing Kabupaten Ogan Komering llir, telah memberikan keterangan

di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat

- Bahwa saksi adalah kakak Penggugat;

- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah pasangan
suami istri;

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat
tinggal di Rumah bersama di Desa Kepayang Kecamatan Lempuing
Kabupaten Ogan Komering llir hingga berpisah pada bulan Juni 2023;
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- Bahwa selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat belum
dikaruniai anak;
- Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan
Tergugat rukun dan harmonis selama kurang lebih 3 bulan, setelah itu
rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis dan
sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran dalam rumah
tangga Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat mudah
marah dan kurang menghargai Penggugat;
- Bahwa sejak bulan Juni 2023 Penggugat dan Tergugat telah
berpisah rumah yang hingga saat ini telah berlangsung selama 10
bulan, dan selama berpisah tersebut Penggugat dan Tergugat sudah
tidak lagi saling berkomunikasi dan melaksanakan tugas dan
kewajiban sebagaimana layaknya suami istri;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pernah diupayakan
untuk dirukunkan oleh keluarga Penggugat dan Tergugat, namun tidak
berhasil
2. XXXXXXXX, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan
Wiraswasta, bertempat tinggal di Dusun | RT 04 Desa Kepayang
Kecamatan Lempuing Kabupaten Ogan Komering llir, di bawah sumpah
memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat
- Bahwa saksi adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah pasangan
suami istri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat
tinggal di Rumah bersama di Desa Kepayang Kecamatan Lempuing
Kabupaten Ogan Komering llir hingga berpisah pada bulan Juni 2023;
- Bahwa selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat belum
dikaruniai anak;
- Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan
Tergugat rukun dan harmonis selama kurang lebih 3 bulan, setelah itu
rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis dan

sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
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- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran dalam rumah
tangga Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat mudah
marah dan kurang menghargai Penggugat;

- Bahwa sejak bulan Juni 2023 Penggugat dan Tergugat telah
berpisah rumah yang hingga saat ini telah berlangsung selama 10
bulan, dan selama berpisah tersebut Penggugat dan Tergugat sudah
tidak lagi saling berkomunikasi dan melaksanakan tugas dan
kewajiban sebagaimana layaknya suami istri;

- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pernah diupayakan
untuk dirukunkan oleh keluarga Penggugat dan Tergugat, namun tidak
berhasil;

Bahwa, Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lagi
dan telah mencukupkan bukti-buktinya, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir
di persidangan sehingga tidak dapat dimintakan tanggapannya terhadap alat
bukti yang diajukan Penggugat;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di
persidangan pada tanggal 17 April 2024 yang pada intinya tetap pada
pendiriannya sebagaimana yang tercantum dalam surat gugatannya dan
mohon dijatuhkan putusan;

Bahwa, untuk meringkas uraian dalam putusan ini, maka segala hal yang
termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini merupakan bagian yang tidak

terpisahkan dari putusan ini;
PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah se-
bagaimana tersebut di atas;
Kewenangan Mengadili

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf a Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan penjelasannya
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006,
terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009,
maka penyelesaian perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang
beragama Islam di bidang perkawinan merupakan wewenang absolut
Pengadilan Agama, dan dalam perkara ini telah ternyata subjek hukum dalam
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perkara ini adalah beragama Islam, dan perkara yang diajukan adalah perkara
dibidang perkawinan, oleh karena itu maka Pengadilan Agama berwenang se-
cara absolut untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini;
Pertimbangan Surat Kuasa

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus
Penggugat yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kayuagung,
yang mana telah sesuai dengan ketentuan Pasal 1795 Kitab Undang-Undang
Hukum Perdata juncto Pasal 147 RBg junctis Surat Edaran Mahkamah Agung RI
Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Majelis Hakim telah pula
memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Penggugat, sesuai
dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang
Advokat, oleh karena itu Majelis Hakim menilai bahwa kuasa yang diberikan
Penggugat sah sehingga harus dinyatakan bahwa Kuasa Penggugat merupakan
subjek pemberi bantuan hukum yang sah dalam perkara aquo;
Kehadiran Pihak berperkara

Menimbang, bahwa Penggugat telah datang menghadap (in person) di
persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak
pula mengirimkan orang lain selaku wakil atau kuasanya yang sah untuk hadir
di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai Pasal
26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan tidak ternyata
ketidakhadiran Tergugat itu disebabkan suatu alasan yang sah menurut hukum
(default without reason) sesuai Pasal 149 ayat (1) R.bg, maka harus dinyatakan
Tergugat tidak hadir dan perkara a quo dapat diperiksa tanpa hadirnya
Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (1) Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 65 dan Pasal 82 Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang
Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975
serta Pasal 143 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim telah
berusaha mendamaikan dengan menasehati Penggugat agar bersabar dan
rukun kembali dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Pertimbangan upaya damai
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Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik
Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan,
semua perkara yang masuk ke pengadilan terlebih dahulu harus dilaksanakan
mediasi, akan tetapi dalam perkara yang bersangkutan karena pihak Tergugat
tidak pernah hadir, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh sebab antara Penggugat dan Tergugat terdapat
hubungan perkawinan sebagai suami istri yang belum pernah putus (bercerai),
maka keduanya memiliki kepentingan hukum untuk bertindak sebagai pihak-
pihak dalam perkara ini (persona standi in judicio);

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa setelah meneliti surat gugatan Penggugat dan
mendengar keterangan Penggugat maka yang menjadi masalah pokok dalam
perkara ini adalah Penggugat bermohon untuk bercerai dari Tergugat dengan
alasan bahwa Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan
pertengkaran serta tidak ada harapan akan rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak dapat didengar jawabannya di
persidangan karena Tergugat tidak pernah hadir, maka secara yuridis formal
Tergugat dapat dianggap tidak bermaksud untuk mempertahankan hak-hak
keperdataannya dan atau membela kepentingannya di persidangan, mengakui
dan membenarkan semua Posita dan Petitum dalam surat gugatan Penggugat,
namun tidak serta merta hal tersebut menjadikan gugatan Penggugat dapat
dikabulkan, karena mengingat perkara ini merupakan perkara yang
dikhawatirkan dapat menimbulkan suatu kebohongan besar (de groten langen);

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan
serta tidak mengajukan bantahan, maka gugurlah haknya di muka pengadilan.
Hal ini sesuai dengan dalil yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim

sebagai berikut:
| olS> l> ol a0
al 55V LlUs 969
Artinya: “Siapa yang dipanggil oleh Hakim untuk hadir ke persidangan tetapi
tidak menghadap, maka ia telah berbuat zalim sehingga gugurlah hak

jawabnya. (HR. al-Dar al-Quthni No. 3940; al-Jashshash al-Hanafi: Kitab
Ahkam al-Quran Juz Il, hal. 405)”;
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Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka
Majelis Hakim menilai alasan perceraian yang didalilkan oleh Penggugat adalah
termasuk dalam alasan-alasan perceraian sebagaimana diatur dalam ketentuan
Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf
f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa untuk dikabulkannya sebuah perceraian dengan
alasan dasar tersebut di atas, maka sebagaimana Pasal 39 ayat (2) Undang-
Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang perubahan terhadap Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan
Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang
Nomor 16 Tahun 2019 Tentang perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 1
Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) dan Pasal 134
Kompilasi Hukum Islam, harus terpenuhi beberapa unsur sebagai berikut: (1).
Rumah tangga sudah tidak rukun dan harmonis, sering terjadi perselisihan dan
pertengkaran secara terus menerus. (2). Perselisihan dan pertengkaran
tersebut menyebabkan suami istri tidak ada harapan untuk rukun kembali, dan
(3). Pengadilan sudah mendamaikan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk di antara perkara di
bidang perceraian yang dinilai penting untuk ditemukan kebenaran materiilnya,
dan untuk lebih meyakinkan Majelis Hakim atas kebenaran dalil-dalil gugatan
Penggugat, maka sesuai dengan Keputusan Mahkamah Agung Rl Nomor
KMA/032/SK/IV/ 2006 tanggal 4 April 2006 tentang Pemberlakuan Akta Il
Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama, Edisi Revisi 2013,
Majelis Hakim berpendapat Penggugat diwajibkan untuk mengajukan bukiti-
bukti yang dapat mendukung dalil-dalil posita dan petitum gugatannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih
hujjah syari’ah dalam Kitab Al-Anwar Juz Il halaman 55 yang untuk selanjutnya

diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi sebagai berikut:_

WA AA TV TX

ANA RN
(IR

Artinya : "Apabila dia (Tergugat) enggan hadir, atau bersembunyi atau tidak
diketahui alamatnya, perkara ini dapat diputus berdasarkan bukti";
Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat
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telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat dan bukti saksi sebagaimana
dalam duduk perkaranya di atas;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat yang diajukan Penggugat
tersebut, Majelis Hakim berpendapat bukti tersebut merupakan fotokopi sah
dari suatu Akta autentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah diberi meterai
cukup sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun
1985 dan telah di-nazegeling sehingga alat bukti tersebut telah memenuhi
persyaratan formil dan harus dinyatakan dapat diterima, dan secara materiil
dapat dipertimbangkan karena alat bukti tersebut memuat keterangan yang
menguatkan dan relevan dengan dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat yang diajukan Penggugat
tersebut, Majelis berpendapat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu
Akta autentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah diberi meterai cukup
sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 dan
telah di-nazegeling sehingga alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan
formil dan harus dinyatakan dapat diterima, dan secara materiil dapat
dipertimbangkan karena alat bukti tersebut memuat keterangan yang
menguatkan dan relevan dengan dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa bukti P (Kutipan Akta Nikah Nomor 450/096/1X/2022
Tanggal 24 September 2022 atas nama Penggugat dan Tergugat yang dicatat
dan dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama
Kecamatan Lempuing Kabupaten Ogan Komering llir Provinsi Sumatera
Selatan) merupakan Akta otentik yang berdaya bukti sempurna dan mengikat
yang memberi bukti Penggugat dengan Tergugat telah dan masih terikat dalam
perkawinan sah yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Lempuing
Kabupaten Ogan Komering llir Provinsi Sumatera Selatan, dan telah sesuai
dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, dengan
demikian Penggugat dengan Tergugat telah mempunyai hubungan dan
kapasitas hukum untuk menjadi pihak dalam perkara ini (persona standi in
judicio), karenanya Penggugat mempunyai kualitas untuk mengajukan tuntutan
dalam sengketa bidang perkawinan;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian yang diajukan
Penggugat berkenaan dengan ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan
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Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam
di Indonesia, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan
Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam, maka
Majelis perlu mendengarkan keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga
dan atau orang-orang yang dekat dengan suami istri tersebut;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan saksi-saksi yang telah
memberikan keterangan dibawah sumpah sebagaimana telah diuraikan dalam
duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang
memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, isi
keterangan kedua saksi adalah fakta yang dilihat atau didengar sendiri oleh
para saksi dan keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu
sama lain dan relevan dengan dalil-dalii yang hendak dibuktikan oleh
Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut,
maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga
keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat
diterima, sebagaimana ketentuan Pasal 22 (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9
Tahun 1975 jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang
Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun
2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa disamping itu terhadap keterangan dua orang saksi
Penggugat tersebut, maka secara materiil dalam penilaian Majelis kedua orang
saksi tersebut telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuan saksi-
saksi sendiri, mempunyai keterkaitan dan hubungan, serta saling bersesuaian
dan atau saling menguatkan antara satu dengan lainnya yang dapat digunakan
untuk menguatkan suatu perbuatan sesuai ketentuan Pasal 307-309 R.Bg.,
yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri dan belum dikaruniai
anak;

- Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat
rukun dan harmonis selama kurang lebih 3 bulan, setelah itu rumah tangga
Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan

dan pertengkaran;
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- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga

Peng- gugat dan Tergugat adalah karena Tergugat mudah marah dan kurang

menghargai Penggugat;

- Bahwa sejak bulan Juni 2023 Penggugat dan Tergugat telah berpisah

rumah yang hingga saat ini telah berlangsung selama 10 bulan, dan selama

berpisah tersebut Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi saling

berkomunikasi dan melaksanakan tugas dan kewajiban sebagaimana

layaknya suami istri;

- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pernah diupayakan untuk

dirukunkan oleh keluarga Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;;
Fakta Hukum

Menimbang, bahwa apabila bukti surat dan kesaksian dua orang saksi

serta anggapan hukum sebagaimana tersebut diatas dihubungkan dengan dalil-
dalil gugatan Penggugat, Majelis menilai dalil-dalil gugatan Penggugat telah
terbukti, dan dari pembuktian tersebut diketemukan fakta-fakta yuridis sebagai
berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri dengan bukti Kutipan

Akta Nikah Nomor 450/096/1X/2022 Tanggal 24 September 2022 dan dari

pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;

2. Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat

rukun dan harmonis selama kurang lebih 3 bulan, setelah itu rumah tangga

Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan

dan pertengkaran;

3. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga

Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat mudah marah dan kurang

menghargai Penggugat;

4. Bahwa sejak bulan Juni 2023 Penggugat dan Tergugat telah berpisah

rumah yang hingga saat ini telah berlangsung selama 10 bulan, dan selama

berpisah tersebut Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi saling

berkomunikasi dan melaksanakan tugas dan kewajiban sebagaimana

layaknya suami istri;

5. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pernah diupayakan untuk

dirukunkan oleh keluarga Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
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6. Bahwa upaya yang dilakukan untuk mendamaikan pihak berperkara,
melalui Majelis di persidangan ternyata tidak berhasil karenanya harapan
untuk bisa menyatukan mereka kembali sangat sulit untuk bisa diwujudkan;
7. Bahwa Penggugat sampai pada tahap kesimpulan masih tetap
bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat;

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, Majelis Hakim ber-
pendapat bahwa fakta tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf f
Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi
Hukum Islam tahun 1991, yaitu rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak
ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga (onheelbaare
tweespalt), selain itu saat sekarang Penggugat dan Tergugat telah pisah
rumah, atas dasar tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga
Penggugat dan Tergugat telah berada dalam kondisi pecah (broken marriage)
dan sudah sulit untuk dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa mengenai siapa yang penyebabkan perselisihan dan
pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka dalam hal
ini Majelis Hakim juga sependapat dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI
Nomor 38 K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991 yang mengandung abstraksi
hukum bahwa tidak perlu lagi mempertimbangkan siapa yang menyebabkan
timbulnya perselisihan tersebut, melainkan ditekankan pada keadaan itu
sendiri, apakah telah pecah/retak dan sulit dipertahankan dan jika Hakim telah
yakin pecahnya hati kedua belah pihak yang berperkara yang menyebabkan
pecahnya rumah tangga mereka, maka berarti telah terpenuhi maksud Pasal 19
huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengutip doktrin hukum Islam
di dalam Kitab At-Tolak Fi Syari‘atil Islamiyah Wal Qanun halaman 40 yang
selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, berbunyi sebagai
berikut;

~ -
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Artinya: "Bahwa sebab-sebab dibolehkannya perceraian adalah adanya hajat
untuk melepaskan ikatan perkawinan, ketika terjadi pertentangan akhlak dan
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timbulnya rasa benci di antara suami-istri yang mengakibatkan tidak adanya
kesanggupan untuk menegakkan hukum-hukum Allah SWT",

Menimbang, bahwa dari apa yang diuraikan di atas, maka Majelis Hakim
berpendapat pintu perceraian dapat dibuka guna menghindarkan para pihak
dari kemelut rumah tangga yang berkepanjangan yang akan membawa
mudharat kepada kehidupan Penggugat dan Tergugat apabila rumah tangga
tetap dipertahankan, sedangkan kemudharatan harus disingkirkan sebagai-

i

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil/hujah

mana kaidah fighiyah yang berbunyi sebagai berikut:

Artinya: "Kemudharatan harus disingkirkan"

syar’iyyah dari Kitab Ghayatul Maram hal. 162 yang selanjutnya diambil alih

sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

mA\V = W@ A1TWA VA V - A

Artinya: "Dan apabila ketidak-sukaan istri terhadap suaminya sudah
sedemikian memuncak, maka Hakim boleh menjatuhkan talak suaminya
dengan talak satu";

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang di
dalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit untuk me-
wujudkan rumah tangga bahagia yang penuh rahmah dan kasih sayang seperti
yang diharapkan setiap pasangan suami istri, justru sebaliknya mempertahan-
kan perkawinan seperti itu (rumah tangga yang sudah pecah/retak) bisa
menimbulkan dan mengakibatkan akibat negatif bagi semua pihak dan
kesemuanya itu bisa mendatangkan mudharat, oleh karena itu harus dicari
kemaslahatannya (yang terbaik), hal ini sesuai pula dengan kaidah figh yang

berbunyi sebagai berikut:
o o - = - - o _
dlloall uls Je 2382 awlaall £55
Artinya: "Menolak kesusahan (madlarat) itu harus didahulukan (diutamakan)
daripada mengambil kemaslahatan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat, dengan meneruskan

rumah tangga yang sudah tidak terjalin harmonis hanya akan membuat salah
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satu pihak atau bahkan kedua belah pihak dalam keadaan teraniaya (dzulm),
maka hal tersebut merupakan bukti adanya kemudhorotan dalam rumah tangga
Penggugat dan Tergugat, maka sudah sepatutnya kemadhorotan tersebut
dihilangkan. Terkait hal tersebut, Majelis Hakim sependapat dengan pendapat
ahli hukum Islam dalam kitab Madza Hurriyat Azzauzaini Fii Athalaq, Juz 1,
halaman 83 yang diambil alih oleh Majelis Hakim sebagai pendapat sendiri,
yang berbunyl sebagal berlkut
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Artinya: "Islam memilih lembaga talak/perceraian ketika rumah tangga sudah
dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat
perdamaian dan hubungan suami istri menjadi tanpa ruh (hampa) sebab
dengan meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri
dengan penjara yang berkepanjangan. Hal ini adalah aniaya yang bertentangan
dengan semangat keadilan";

Menimbang, bahwa hukum perceraian menurut Islam berkisar pada
hukum haram, wajib, sunat, mubah dan makruh, dan dalam perkara ini
perceraian menjadi diperbolehkan, dan oleh karena Imsak bil Ma'ruf
(mempertahankan pernikahan secara baik) tidak berhasil maka perceraian
dianggap sebagai Tasrih bi Ihsan (berpisah dengan cara yang lebih baik);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan
Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang
Nomor 16 Tahun 2019 Tentang perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 1
Tahun 1974 Tentang Perkawinan, jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam apabila
telah cukup jelas mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran dan
setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami
istri, maka perceraian dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut
Majelis Hakim menyimpulkan harus dinyatakan Tergugat tidak hadir sesuai
dengan Pasal 149 ayat (1) R.bg dan telah terbukti rumah tangga antara
Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun,
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dengan demikian alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat tersebut
telah memenuhi maksud ketentuan 39 ayat (2) huruf f Penjelasan Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor
9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya
Majelis Hakim berkesimpulan gugatan Penggugat pada petitum angka 1 (satu)
dan 2 (dua) dalam surat gugatannya dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya petitum angka 1 (satu) dan 2
(dua) dalam surat gugatannya, dan oleh karena perceraian ini adalah
perceraian pertama antara Penggugat dan Tergugat, maka berdasarkan Pasal
119 ayat 2 huruf a Kompilasi Hukum Islam talak yang dijatuhkan terhadap
Penggugat adalah talak satu ba'in sughra;

Menimbang, bahwa hal tersebut telah relevan dengan pendapat ahli
Hukum Islam Assayid Sabiq, dalam kitabnya Figh As-Sunah, Jilid 1l, halaman
248 yang diambil oleh Majelis Hakim sebagai pendapat sendiri yang
menyatakan sebagai berikut:

6 @ & ANTALE | d ARRATAREUGIASIER R

-a O\ -k N \\\Ww NS4

LBAEE-R 678 EUGHEZA Ol Bini#aaP/dE
A

Artinya: "Jika gugatan istri menurut hakim telah kuat dengan bukti atau dengan
pengakuan suami, sementara perbuatan menyakiti termasuk penyebab tidak
langgengnya rumah tangga antara keduanya, di samping itu hakim juga sudah
tidak bisa mendamaikan keduanya maka hakim memutuskan ikatan
perkawinan keduanya dengan talak satu bain (sughra)";

Menimbang, bahwa setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, maka
bagi Penggugat terdapat waktu tunggu (masa iddah) selama tiga kali suci
(sekurang-kurangnya sembilan puluh hari) dikarenakan perceraian tersebut
ba’da dukhul sebagaimana maksud Pasal 153 ayat (4) dan Pasal 155
Kompilasi Hukum Islam, maka pada masa tunggu tersebut Penggugat wajib
menjaga dirinya, tidak menerima pinangan dan tidak menikah dengan pria lain,
hal ini sebagaimana yang telah ditentukan pada Pasal 151 Kompilasi Hukum
Islam;

Biaya Perkara
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Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk dalam bidang per-
kawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989
tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang
Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50
Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang
jumlahnya seperti tercantum dalam diktum amar putusan ini;

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum
syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan
MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk
menghadap ke persidangan, tidak hadir;

2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;

3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Menjatuhkan talak satu ba'in
shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);

4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara
sejumlah Rp257.000,00 (dua ratus lima puluh tujuh ribu rupiah).

Penutup

Demikianlah dijatuhkan putusan ini dalam musyawarah Majelis Hakim
Pengadilan Agama Kayuagung pada hari Rabu tanggal 17 April 2024 Masehi
bertepatan dengan tanggal 7 Syawal 1445 Hijriah oleh M. Argom Pamulutan,
S.Ag., M.A. sebagai Ketua Majelis, Ari Ferdinansyah, S.H. dan Muhammad Hira
Hidayat, S.Sy.,, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut
diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua
Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut dan didampingi oleh Paulina Devi,
S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa
hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

M. Argom Pamulutan, S.Ag., M.A.
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Hakim Anggota I, Hakim Anggota Il,

Ari Ferdinansyah, S.H. Muhammad Hira Hidayat, S.Sy.
Panitera Pengganti,

Paulina Devi, S.H.

Rincian biaya perkara:

1 Pendaftaran Rp 30.000,00
2. ATK Rp 150.000,00
3. Panggilan Rp 37.000,00
4, PNBP Rp 20.000,00

Panggilan
Pertama
5. Redaksi Rp 10.000,00
6. Meterai Rp 10.000,00
Jumlah Rp 257.000,00

(dua ratus lima puluh tujuh ribu rupiah)
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